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BABII

CYBER CRIME DAN TA’ZIRDALAMPIDANA ISLAM

A. HukumanCyber Crime
1. Pengaturan Tindak Pidana CyberCrime

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat
ini dapat menimbulkan berbagai issuedalam penyelesaian tindak pidana
di bidang teknologi informasi. Kondisi paper-lessini menimbulkan
masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses,
disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudahnya seseorang
menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis
transaksi elektronik di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak
hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya.

Eksistensi alat bukti elektronik dalam system peradilan
pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat
diterima dipersidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topic
penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.Perkembangan teknologi informasi termasuk
internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi
perkembangan hukum di Indonesia.Hukum di Indonesia dituntut
untukdapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak
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selalu berlangsung bersama-sama.Artinya pada keadaan tertentu
perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-
unsur lainnyadari masyarakat serta kebudayaannya ataumungkin hal
yang sebaliknya.'

Cybercrimemerupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul
karena pemanfaatan teknologi internet.Perkembangan yang pesat dalam
pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan.
Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet,
kejahatan terhadap penggunaan teknologi informatika semakin
meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin
banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan siber
tersebut apabila tidak tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya.

Sebelum diberlakukan UU ITE, aparat hukum menggunakan
KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia siber.Ketentuan-
ketentuan yang terdapatdalam KUHP tentang cybercrimemasih bersifat
global. Teguh Arifiady mengkategorikan beberapa hal secara khusus
diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas
terjadinya kasus tersebut yaitu:”

1. Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362

KUHP

' AgusRaharjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya PencegahanKejahatan Berteknologi,
(Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2002), 59

*Zulkifli Damanik, Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-
Comerce),SkripsipadaUniversitas Simalungun, Pematangsiantar,2012, 51.
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2.Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan/penghancuran barang
terdapat dalam Pasal 406 KUHP

3.Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP

4.Delik tentang penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP

5.Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi
wilayah orang lain,

6.Delik tentang penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP & 374
KUHP

7. Kejahatan terhadap ketertiban umumterdapat dalam Pasal 154
KUHPLex CrimenVol. II/No. 4/Agustus/2013

8.Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP

9.Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP

10.Ketentuan tentang pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112
KUHP, pasal 113 KUHP, & pasal 114 KUHP

11.Delik tentang perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP Tindak
pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang
perbuatan yang dilarang; perbuatan-perbuatan tersebut dapat
dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:
1.Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:

a.Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten
illegalyang terdiri dari:
1)Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE,

2)Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE,
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3)Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam
Pasal 27 ayat (3) UU ITE,
4)Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU
ITE,
5)Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan
konsumen/penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU
ITE,
6)Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA terdapat
dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE,
7)Mengirimkan informasi yang berisi ancamankekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat
dalam Pasal 29 UU ITE.
b.Dengan cara apapun melakukan akses illegalpada Pasal 30 UU
ITE,
c.Intersepsi illegal terhadapinformasi atau dokumen elektronik
dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31 UU ITE.
2.Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi),
yaitu:
a.Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data
interference) terdapat dalam Pasal 32 UU ITE,
b.Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference)

terdapat dalam asal 33 UU ITE.
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3.Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat
dalam Pasal 34 UU ITE,

4.Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik
terdapat dalam Pasal 34 UU ITE.

5.Tindak pidana tambahan terdapat dalam Pasal 36 UU ITE,

6.Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 52
UU ITE

Dalam Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap
tindak pidana siber dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum
acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE.Maksudnya, semua aturan
yangada dalam KUHAP tetap berlaku sebagai ketentua umum (lex
generalis) kecuali yang disimpangi oleh UU ITE sebagai ketentuan yang
khusus (lex specialis). Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan mengenai
penyidikan yang tidak diatur dalam UU ITE tetap diberlakukan
sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pengaturan ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 284
ayat (2) KUHAP yaitu bahwa terhadap semua perkara diberlakukan
ketentuan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai
ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-
undang tertentu, sampai ada perubahan dam atau dinyatakan tidak
berlaku lagi.

UU ITE ialah salah satu contoh dari “ketentuan khusus acara

pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” dan
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ketentuan khusus acara pidana ini tetap berlaku sebelum ditinjau
kembali, diubahatau dicabut.
2. Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak
PidanaCyberCrime

Undang-undang ITE telah mengatur tindak pidana akses
ilegal (Pasal 30), gangguan terhadap Sistem Komputer (Pasal 32 UU
ITE).Selain tindak-tindak pidana tersebut, UU ITE juga mengatur
tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 “...dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang
mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Akan tetapi, apabila untuk menyimpulkan suatu computer
related fraud penyidik harus membuktikan tindak-tindak pidana tersebut
terlebih dahulu, maka dapat menimbulkan masalah tersendiri, dan
ketidakefisiensian. Penyebaran berita bohong dan penyesatan
merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan
dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya
sendiri atau paling atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya
sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-
motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan

dapat dikategorikan sebagai penipuan.’

*Budi Suhariyanto, Tindak PidanaTeknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan
dan Celah Hukumnya,(Jakarta: Rajawali Pers.2012), 124
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Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana
oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi:“Barang siapa dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu
diperuntukan untuk hal di alam nyata ini.Berbeda denganpenipuan di
internet yang diatur dalam UU ITE.Penipuan ini memiliki ruang yang
lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP.Dalam UU ITE
mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita
bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang
diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 28 ayat (1)berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
“Pengaturan dalam UU ITE initerbatas dalam hal transaksi
elektronik.Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada
kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi

informasi dan komunikasi (TIK).
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Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi
kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang
dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah.Oleh karena itu,
sesungguhnya undang-undang ini merupakanupaya pemerintah dalam
memberikanperlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap
terhadap berbagai macam transaksi elektronik kearah negatif.

Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih
memiliki keterbatasan.Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum
yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik,yaitu
antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan berita
bohong dan penyesatan dalam internet.*

Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan;
pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun
persidangan.Dalam penyidikan, Penyidik akan mencari pemenuhan
unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam
perundangan. Pada tahappenuntutan dan persidangan kesesuaian dan
hubungan atara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji.

Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana,
Penyidik telah mendapatkan satu bagian dari keseluruhan bagian teka-
teki gambar, dan setelah menemukan bagian pertama itu, Penyidik
harusmencari bagian-bagian lain dari gambar untuk disusun sehingga ia

memperoleh gambar yang utuh mengenai suatu tindak pidana dan

*Ibid, 126
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pelakunya. Akan tetapi, mengingat gambar yang utuh itu terdiri dari
begitu banyak bagian dan bagian-bagian itu tersebar dibanyak tempat
dalam berbagai bentuk, dalam banyak kasus Penyidik menemukan
banyak kesulitan untukmengumpulkan seluruhnya.Gambar yang utuh

itulah yang dimaksud kebenaran materil.’

B. Hukuman Ta’zir

1. Pengertian Ta’zir

Menurut bahasa lafaz ta’ziberasal dari kata A’zzara yang
sinonimnya yang artinya mencegah dan menolakyang artinya mendidik.
Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh
Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa ta’zir diartikan
mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak
mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta’zir diartikan mendidik
karena ta’zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku
agar la menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan
menghentikannya.’

Istilah jarimah ta’zimenurut hukum pidana Islam adalah
tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan
dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, atau dengan kata lain,

ta’ziradalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh

>Sitompul, Josua, Cyberspace,Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan AspekHukum Pidana,
(Jakarta: Tatanusa, 2012), 309-310.

8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005), 248-
249.
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hakim. Jadi ta’zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik
yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman
hukuman fa’zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena
syara’ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang
seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan
kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana
beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan
oleh syara’.’

Di samping itu juga, hukuman fa zirmerupakan hukuman atas
tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti
dalam hukum Aad. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan
tindak pidana dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut ( a/-
Islam Agqidah wa Syari’ah) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi
Ahmed an-Na’im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis
memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan
dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana
menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang
belum tercakup dalam kategori-kategori khusus Audud dan jinayat®

Tujuan hak penentuan jarimah ta’zir dan hukumannya

diberikan kepada penguasa atau ul/i/ amri adalah, supaya mereka dapat

"Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum
Pidana Islam), (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, PusatPenelitian,
2005), 56.

8 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, (Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004), 194.
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mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya,
serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang
bersifat mendadak.Penulis menyimpulkan perbedaan hukuman antara
tiga jenis jarimah di atas adalah jarimah hudud dan gishas, hukuman
tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan
dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi
syarat-syarat faklif, seperti gila, atau dibawah umur. Akan tetapi hal ini
berbeda dalam jarimah ta’zir, keadaan korban atau suasana ketika
jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhiberat ringannya hukuman
yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.’

Menurut istilah, ta’zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai

berikut :
9l g g,a5 g e o bl

Artinya: “Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas

perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh

2910
syara’ .

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa
ta’ziradalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang
hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dikalangan Fuqaha,

Jjarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’

’ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Jakarta:
Sinar Grafika, Cet-I, 2004), 21.

“Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Dar Al-Fikr, Beirut,
1996), 236.
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dinamakan jarimah ta’zir. Jadi, istilah fa’zir bisa digunakan untuk
hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana)."’

Ta’zir sering juga dapat dipahami bahwa jarimahta’zir terdiri
atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman Aad
atau kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa
atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan ukurannya
atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi
diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian,
syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-
bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

2. DasarHukum 7a’zir

Keberadaaan hukum jinayah dalam syariat Islam didasarkan
kepada nash al-Quran dan hadis antara lain adalah dapat dipaparkan
dibawabh ini :

1. Firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

by O abal (1) e By nge 33y pomth Lo Linge |5 ng

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang Mu'min karena tersalah,
(hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba shaya yang
beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga si
terbunuh) bersedekah". (QS. Al-Nisa.: 92).

"'Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz V1, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989),

197.



30

Selain itu tentang hudud perbuatanpencurian dilarang dengan

tegas oleh Allah melalui al-Qur’an surat al-Maidah: 38:

T

2005400 (YK S Ly 2153 Wgaail | gadadla 25125 (3,1

2
2 - . -
LS e
-

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80
dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (#a’zir).Ini berarti
hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu di serahkan kepada
pertimbangan hakim.Orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim
sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadis di atas dapat dimasukkan
dalam hukuman ringan yang disebut dengan hukum fa’zir. Hukuman
ta’zir ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya
karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya.

Dengan demikian hukuman ¢a zir ini keadaannya lebih ringan
dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap
mereka yang minum minuman keras. Berarti dibawah 40 kali cambuk
itu dinyatakan sebagai hukuman ta’zir (yaitu dipukul yang keras). Jadi
orang yang melakukan peerbuatan-perbuatan yang melanggar hukum

syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina

dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras
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(sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran
syariat yang disebut dengan Audud (Hukum Allah). Adapun yang lebih
ringan disebut fa’zir yang dilakukan menurut pertimbangan hakim
muslim.'?

Yang dimaksud had disini adalah had atas perbuatan maksiat,
bukan hukum yang telah ditetapkan dalam syariah. Akan tetapi, yang
dimaksud disini adalah semua bentuk perbuatan yang diharamkan.
Semua hudud Allah adalah haram, maka pelakunya harus dita zirsesuai
dengan kadar pertimbangan maslahat dan kemaksiatan yang
dilakukannya."?

2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah :

A algy) L39dd Y (,.3\}%9 @ s (595 1ekdl JB I OV dias e e

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda : "Ampunkanlah
gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had”.
(Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki)."*

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar,

orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal,

“Hussein Khallid Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Ikhlas,
1987),241-242

BSaleh al-fauzan, Terjemah Al-mulakhkhasul figh. Terj. Ahmad Ikhwani,dkk, (Jakarta:
Gema Insani, 2005), 847.

“Al-Asqalany Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Cet. 26, (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro 2002), 576-577.
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ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka
telah berbuat sesuatu yang mesti didera maka janganlah di ampunkan
mereka. Mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta zir yang bisa
berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada
status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Perintah “Agi/u” itu ditunjukan kepada para pemimpin/para
tokoh, karena kepada mereka itulah diserahi pelaksanaan ta’zir, sesuai
dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib berijtihad dalam usaha
memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman
ta’ziritu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan
pelanggarannya. Tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada
petugas dan tidak boleh kepada selainnya.'

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum
untuk jarimah dan hukuman ¢a’zir antara lain tindakan Sayyidina Umar
ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor
kambing untuk disembelih, kemudian ia tidak mengasah pisaunya.
Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata:

” Asah dulu pisau itu”."®

15 Ash.Shan’ Ani, Subulussalam, Terj. H.Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2000),

158

'®Abd Al-Qadir Audah, 155-156.
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3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

3 e ey e B o 1 O 0l e ) e oS ) 34

(V_{LJ-\ 4>=.3>=:.0 9 LS'Z'@':"JB sz L) 9 L"S.Léjﬁ\ 9 J}\J j"\ o\j)) Z\.«.@Jj\

Artinya: “Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa
Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan
kejahatan”. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi,
Nasa’i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)."”

Hadits ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk
memudahkan penyelidikan. Perkataan ‘“karena suatu tuduhan” itu
menunjukkan bahwa penahanan itu disamping ada yang berstatus
sebagai hukuman, juga sebagai membersihkan diri."®
3. Macam-Macam 72 ’zir

Ta’zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran.
Di sebut dengan fa’zir, karena hukuman tersebut sebenarnya
menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau
dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha’ mengartikan

ta’zir dengan hukuman yang tidak detentukan oleh al qur’an dan hadits

yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak

Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX,
(Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 200)1, 202.

¥Mu’ammal Hamdy dkk, Nailul Authar, Juz VI, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 2662-
2663
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hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan
mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. 7a’zir sering
juga disamakan oleh fuqoha’ dengan hukuman terhadap setiap maksiat
yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat."

Bisa dikatakan pula, bahwa ta’zir adalah suatu jarimah yang
diancam dengan hukuman fazir (selain had dan gishash), pelaksanaan
hukuman tazir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau
tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan,
hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam
jarimah fa’zir tidak ditentukan ukurannnya atau kadarnya, artinya untuk
menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada
hakim (penguasa). Dengan demikian, syari’ah mendelegasikan kepada
hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku
jarimah.

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta’zir menjadi tiga, yaitu
sebagaimana dapat dipaparkan sebagai berikut:*

a. Jarimah hudud dan gishash diyat yang mengandung unsur shubhat
atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai
perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan

ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.

Salim Segaf Al-Jufri, et.al. Penerapan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Global
Media Cipta Publishing, 2004), Cet. I, 15-16.

**Moh. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Sinar grafika (edisi revisi), 2004),
Cet. 1. 11
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b. Jarimahta’ziryang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi
sanksinya oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa, seperti
sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu,
mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.

c. Jarimahta’zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh
menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan
umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling
utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup,
lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan jarimah ta’zir, prinsip utama yang
menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan
melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di
samping itu, penegakkan jarimah fa’zir harus sesuai dengan prinsip
syar’i

Ahmad hanafi menyatakan bahwa hukuman-hukuman
ta’zitbanyak jumlahnya dari mulai yang paling ringan hingga yang
paling berat, yaitu hukuman yang dilihat dari keadan jarimah serta diri
pelaku hukuman-hukuman ¢a zir tersebut yaitu sebagai berikut:*'

1. Hukuman Mati

Kebolehan menjatuhkan hukuman mati pada fa’zir terhadap

pelaku kejahatan jika kepentingan umum menghendaki demikian,

2! Abdurrahman Al-Jaziri “Al- Figh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah Jilid V", (Beirut: Dar Al-
Fikr Al-‘Arabi, 1989), 2234
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atau pemeberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan jalan
membunuhnya. Hukuman mati ini hanya diberlakukan pada jarimah
zina, murtad, pemberontakan, pembunuhan sengaja dan gangguan
kemanan masyarakat luas (teroris).
. Hukuman jilid

Jilid merupakan hukuman pokok dalam syari’at Islam.
Bedanya dengan jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya sedangkan
jarimah ta zirtidak tertentu jumlahnya.
. Hukuman penjara

Hukuman penjara dimulai batas terendah yaitu satu hari
sampai batas hukuman seumur hidup. Syafiiyah mengatakan bahwa
batas tertinggi adalah satu tahun, dan ulama lainnya menyerahkan
kepada penguasa sampai batas mana lama kurungannya.
. Hukuman pengasingan

Untuk hukuman pengasingan imam ahmad dan syafi’i
berpendapat bahwa masa pengasingan tidak lebih dari satu tahun,
sedangkan imam hanafi berpendapat bahwa hukuman pengasingan
boleh melebihi satu tahun, hukuman ini untuk pelaku kejahatan yang
merugukan masyarakat dan khawatir akan menjalar luas.
. Hukuman salib

Hukuman salib dalam jarimah ta’zir tidak dibarengi atau
disertai dengan kematian, melainkan si tersalib disalib hidup-hidup

dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang melakukan
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wudhu, tetapi dalam melakukan shalat cukup dengan menggunakan
isyarat. Para fugaha menyebutkan masa penyaliban tidak lebih dari
tiga hari.

6. Hukuman denda

Hukuman denda antara lain dikenakan pada pelaku pencurian
buah yang masih belum masak, maka dikenakan denda dua kali lipat
dari harga buah tersebut. Hukuman denda juga dikenakan untuk
orang yang menyembunyikan barang yang hilang.

7. Hukuman Pengucilan

Pada masa rasulullah pernah rasul menjatuhkan hukuman
pengucilan terhadap tiga orang yang tidak mengikuti perang tabuk
selam 50 hari tanpa diajak bicara. Mereka adalah: Ka’ab Bin Malik,
Miroroh Bin Rubai’ah, dan Hilal Bin Umayyah.

8. Hukuman ancaman (fahdid), teguran (fanbih), dan peringatan (a/-
Wadh’u)

Ancaman merupakan hukuman yang diharapkan akan
membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Teguran pernah
dilakukan oleh rasulullah kepada Abu Dzar yang yang memaki-maki
orang lain, dengan menghinakan ibunya. Peringatan juga merupakan
bentuk hukman yang diharapkan orang tidak menjalankan kejahatan
atau paling tidak mengulanginya lagi.

Dilihat dari haknya hukuman fa’zir sepenuhnya berada

ditangan hakim, sebab hakimlah yang memegang tampuk pemerintahan
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kaum muslimin. Dalam kitab subulu salam ditemukan bahwa orang

yang berhak melakukan hukman fa’zir adalah pengausa atau imam

namun diperkenankan pula untuk:*

a. Ayah; seorang ayah boleh menjatuhkan hukuman ta’zir kepada
anaknya yang masih kecil dengan tujuan edukatif. Apabila sudah
baligh maka ayah tidak berhak untuk memberi hukuman kepada
anaknya meskipun anaknya idiot.

b. Majikan; seorang majikan boleh menta’zir hambanya baik yang
berkaitan dengan hak dirinya maupun hak Allah.

c.  Suami; seorang suami diperbolehkan melakukan ta’zir kepada
istrinya. Apbila istrinya melakukan nusyuz.

4. Sanksi Perbuatan 7a’zir

Ta’ziradalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan
dosa yang belum ditetapkan oleh syara atau hukuman yang diserahkan
kepada keputusan Hakim. Dasar hukum fa’ziradalah pertimbangan
kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya
pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang
mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.

Dalam menetapkan jarimah ta’zir, prinsip utama yang
menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan

melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di

2Abd, al-Aziz Amir, Al-Ta’zir fi al-Syariah, cetakan IV, (Dar al-Fikr al-Arabi, Mesir,
1969), 25.
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samping itu, penegakkan jarimah fa’zir harus sesuai dengan prinsip

syar'i.

Bentuk sanksi tazir bisa beragam, sesuai keputusan Hakim.

Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam,

diantaranya yaitu hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman

berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara,
hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang,
hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan,
ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Disamping itu dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya),
ta’zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:*

1. Jarimahta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash,
tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti
pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.

2. Jarimahta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi
hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi
takaran dan timbangan.

3. Jarimahta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan
oleh syara’ jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri,
seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran

terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.

»Drs. H. Ahmag Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255



